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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah Daerah 
terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Selayar. Keseluruhan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil 
pencatatan yang sistematis berupa data kurun waktu (time series) dari tahun 
2005 sampai tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kepulauan Selayar. Data dianalisis dengan menggunakan Path 
Analisis (analisis jalur) menggunakan program SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Alokasi Belanja untuk Infrastuktur  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Selayar tahun 2005-2014. Alokasi 
Belanja untuk Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Selayar tahun 2005-2014. 
 









LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE AND POVERTY RATE 






This research aims to analize the affect of Local Government Expenditure in  
Poverty Rate of Selayar Region. All data used on this research are secondary 
data recorded systematically based on time-series data in period of 2005 – 2014, 
published officially by BPS – Central Bureau of Statistics  and Selayar Local 
Government Finance Office. The Data were proceed using Path Analysis using 
SPSS program. The results show that Government Expenditure allocated on 
infrastructures have a positive affect significantly to poverty rate in Selayar 
Region periods of 2005 – 2014 while Government Expenditure allocation in public 
education and health affects significantly negative to poverty rate of Selayar 
Region during periods of 2005 – 2014. 
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1.1 Latar Belakang 
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan 
yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan 
kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional 
adalah menurunkan tingkat kemiskinan. 
Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi Negara 
Berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun 
tidak sebesar Negara Berkembang. Persoalannya sama namun dimesinya 
berbeda. Persoalan kemiskinan di Negara maju merupakan bagian terkecil dalam 
komponen masyarakat mereka tetapi bagi Negara berkembang persoalan 
menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai 
setengah dari jumlah penduduk. 
Kemiskinan memang hampir menjadi masalah di hampir semua daerah di 
Indonesia. Tidak peduli apakah daerah tersebut sudah tergolong maju ataupun 
masih berkembang. Tingkat kompleksitas masalahnya pun berbeda antar 
daerah. Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan 
kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. 
Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang 
ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan 
bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut 
dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian 
kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang 
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dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan 
maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan 
dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang 
ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Seperti 
keterbatasan memperoleh kebebasan hidup sesuai tingkat harapan hidup, 
ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, akses fasilitas air bersih, 
fasilitas jamban, dan kesehatan yang memadai, serta kekurangan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar sandang dan pangan. 
Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah 
kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi 
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tingkat kesehatan dan pendidikan 
yang dapat diterima. Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan 
keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan 
miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan serta tingkat pendidikan dan kesehatan 
mereka pada umumnya tidak memadai. 
Badan pusat statistik (BPS) mendefisinisikan Kemiskinan adalah kondisi 
seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2100 kilo kalori 
perkapita per bulan, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera 
tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali 
sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian, 
bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota 
keluarga ke sarana kesehatan. 
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Mahalnya biaya pendidikan yang tidak searah dengan peningkatan 
pendapat akan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi 
mampu membiayai sekolah. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan 
sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Putus sekolah dan hilangnya 
kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam 
menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini 
menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk 
bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan 
yang disebapkan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. 
Untuk masyarakat miskin kesehatan sulit didapatkan karena kurangnya 
pemenuhan gizi sehari-hari yang disebabkan rendahnya daya beli masyarakat 
sehingga kemampuan untuk mengkonsumsi akibat kemiskinan membuat rakyat 
miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di 
klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini 
menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar sehingga 
membuat masyarakat kurang produktif yang akan berpengaruh pada tingkat 
pendapatan mereka. 
Menurut Simatupang dan Saktyan (2003), pembangunan harus dilakukan 
secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-
masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional dengan telah 
ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh 
karena itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional 
adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan 
jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi 
atau instrument pembangunan. 
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Kemiskinan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah sebagai penyangga 
proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk 
mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah 
berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam program 
penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program-program 
penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya 
penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras 
untuk rakyat miskin dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang 
miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang 
ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan 
pemerintah daerah belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi 
kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. 
Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang 
terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara 
tuntas. 
Grafik 1.1  
 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin   
 Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2009-2013
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Dalam hal ini, Grafik 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di 
Indonesia, pada tahun 2009 sebesar 14,2 persen di tahun berikutnya 13,3 
persen sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 11,4 persen. 
Jadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun mencapai 2,8 
persen. Berbeda dengan Indonesia, Sulawesi-Selatan merupakan salah satu 
Provinsi di Indonesia tingkat kemiskinan di tahun 2009 sebesar 12,3 persen di 
tahun 2010 menjadi 11,6 persen sampai di tahun 2013 penurunan menjadi 9,82 
persen yang artinya di Sul-Sel selama 5 tahun mengalami penurunan sebesar 
2,48. Di Kab. Selayar pun mengalami penurunan jika dilihat dari tahun 2009 ke 
tahun 2012 sebesar 3,54 persen yang dimana pada tahun 2009 sebesar 16,41 
persen dan di tahun 2010 turun menjadi 14,98 persen di tahun berikutnya 
sebesar 13,49 persen dan turun di tahun 2012 menjadi 12,87 persen tetapi di 
tahun 2013 naik sebanyak 1,36 persen menjadi 14,23 persen.  
Kabupaten Selayar sebagai salah satu Kabupaten dalam Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus juga merupakan kabupaten yang masuk 
dalam kategori tertinggal. Faktor utama penyebab ketertinggalan tersebut, selain 
karena terbatasnya infrastruktur yang mendorong peningkatan daya saing 
daerah, juga karena lemahnya SDM baik pada sisi pemerintah daerah maupun 
pada sisi masyarakat dan merupakan salah satu contoh daerah yang masih 
mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah daerah 
terus melakukan upaya-upaya dalam mengentaskan kemiskinan karena menjadi 
tanggung jawab bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan hidup 
masyarakat. 
Salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan 
pengaturan distribusi percepatan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja 
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Daerah (APBD) yang di dalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan 
daerah dan berbagai pengeluaran pemerintah termasuk belanja bidang 
pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.Dalam hal melalui alokasi 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan 
meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka 
akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, 
pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya 
berdampak pada penurunan angka kemiskinan. 
Menurut Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, 
pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan 
dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan 
penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan 
ini yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Namun seiring 
dengan peningkatan pengeluaran pemerintah pada APBD serta pelaksanaan 
otonomi daerah selama beberapa tahun, ternyata belum tampak perubahan yang 
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Ini terlihat jelas pada kebijakan APBD yang menjadi  tujuan utama untuk 
menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, dimana alokasi dan realisasi anggaran 
lebih sering didominasi oleh kepentingan belanja rutin birokrasi, terutama untuk 
membayar gaji pegawai pemerintah daerah, biaya kantor dan biaya perjalanan 
dinas. Sehingga pengalokasian anggaran yang berhubungan dengan 





Grafik 1.2  
Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar 2009-2013 
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Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila 
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk memberi barang dan jasa. 
Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintak untuk melaksanakan kebijakan tersebut.Dalam Grafik 1.2 di atas 
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah Kab. Selayar selama 5 
tahun terakhir bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2009 mencapai angka 
Rp307.178.784 dan di tahun 2010 terjadi penurunan yang besar menjadi 
Rp158.336.431. Selanjutnya selama 3 tahun bergerak naik menjadi 
Rp302.803.963 di tahun 2013. 
Faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan adalah 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan 
kemiskinan disuatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di 
masing-masing daerah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat 
kemiskinan. Fakta pendukung peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan 
angka kemiskinan dijelaskan oleh Bank Dunia dalam World Development report 
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pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga 
kerja guna mengentaskan angka kemiskinan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi 
untuk menurunkan angka kemiskinan dijelaskan secara teoritis melalui virtous 
circle oleh Sagir (2009) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
menjadi pemicu atau indikasi dunia usaha mengalami tingkat produktivitas yang 
tinggi dan kemudian akan berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan yang 
tersedian seiring peningkatan kapasitas produksi. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri 
sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi 
faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 
menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan 
oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, Kelembagaan 
(institusional) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada 
(Todaro, 2004 ). 
Selain itu kualitas sumber daya masyarakat dapat dijadikan faktor 
penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat 
diliat dari Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya. Rendahnya Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat produktivitas kerja dari penduduk 
berkurang. Produktivitas rendah berakibat pada rendahnya perolehan 
pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya 
penduduk miskin.  
Faktor lain adalah perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk 
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar 
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tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan 
penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. 
Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan 
pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya 
beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong 
terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta manghambat pembangunan 
ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004). 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 
judul “BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN TINGKAT KEMISKINAN DI 
KABUPATEN SELAYAR” 
1.2  Rumusan masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Apakah alokasi belanja daerah untuk infrastruktur berpengaruh 
terhadap kemiskinan baik secara langsung atau tidak langsung 
melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan indeks 
pembangunan manusia? 
2. Apakah alokasi belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan 
berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung atau tidak 
langsung melalui indeks pembangunan manusia? 
1.3  Tujuan penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui alokasi belanja daerah untuk infrastruktur 
berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung atau tidak 
 28 
 
langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja 
dan indeks pembangunan manusia. 
2. Untuk mengetahui alokasi belanja daerah untuk pendidikan dan 
kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara 
langsungatau tidak langsung melalui indeks pembangunan  manusia. 
1.4  Manfaat penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait 
untuk dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan 
perencanaan pembangunan daerah. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca 
yang tertarik untuk meneliti hal yang sama. 
3. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang 
ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau 
















2.1  Tinjauan Teoritis  
 Pada bagian ini akan diuraikan beberapa konsep dan teori yang relevan 
dengan rumusan masalah serta pembasahan seperti Tingkat Kemiskinan, 
Belanja Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja 
dan Indeks Pembangunan Manusia seperti yang di uraikan pada sub-bab berikut 
ini. 
2.1.1   Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat 
multidimensional. Secara konseptual, kemiskinan sering kali dipandang dari 
berbagai sisi dan diklasifikasi berdasarkan beragam aspek. Secara umum, 
kemiskinan dapat diliat dari dua dimensi, yaitu pertama, kemiskinan dapat diliat 
sebagai proses yang dinamis, kompleks dan beragam. Kemiskinan dapat 
disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pemdapatan, dam 
konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (asset) dan tingkat 
pengembalian (return) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, 
modal, kualitas modal manusia, tanah dan teknologi). Kedua, kemiskinan juga 
merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap keterselisihan atau 
proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). 
Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber 
daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 
kesejahteraan sekelompok orang. Dalam teori ekonomi, semakin banyak barang 
yang dikonsumsi berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang. 
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Tingkat kesejahteraan dapat diartikan  sebagai kemampuan untuk mengakses 
sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan akses 
sumber daya yang tersedia ini dapat diukur melalui jumlah pendapatan 
seseorang ataupun pengeluarannya. 
Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah 
suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan 
(proper), 2) ketidak berdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi 
darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) 
keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam 
kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat 
pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, 
pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 
ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan 
ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.  
Menurut Sharp (Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab 
kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul 
karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan 
distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki 
sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul 
akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya 
manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya 
upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya 
pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. 
Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. 
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Dalam bukunya “mereduksi kemiskinan” menjelaskan bahwa kemiskinan 
dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan 
dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas 
kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara 
absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan 
absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut 
tersebut. (Agussalim; 2009) 
Menurut Supriatna (1997) kemiskinan merupakan kondisi yang serba 
terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk 
dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas 
kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang 
menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Menurut Nurkse dalam kutipan 
(Lincolin Arshad 1999) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi 
penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang 
diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan 
masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, 
menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan 
modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan 
demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi 
permintaan (demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk 
menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai 
jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan 
masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena 
tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan 
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modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas 
disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya. 
2.1.1.1 Indikator Kemiskinan 
Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase 
penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka 
kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi 
(konsumsi per kapita). Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin 
atau tidak maka diperlukan tolak ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau 
konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas 
kemiskinan. (Prihatini; 2006) 
Standar Kemiskinan menurut World Bank (2008) menetapkan 
berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya 
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks 
tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 perorang 
per hari untuk mengukur kemiskinan.  
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan 
garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di 
bawah Rp7.057 per orang per hari yang berasal dari perhitungan garis 
kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk 
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per 
hari. Untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi 
pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. 
2.1.1.2 Karakteristik Penduduk Miskin 
Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan 
tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan 
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dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 
ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya 
sendiri. Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan 
dan perkotaan pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, pedagang 
kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, 
pengamen dan pengangguran. (Chriswardani Suryawati; 2005). 
Menurut Salim orang miskin memiliki lima karakteristik. Pertama, mereka 
umumnya tidak mempunyai faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, 
modal maupun keterampilan, sehingga kemampuan memperoleh pendapatan 
menjadi sangat terbatas. Kedua, tidak memiliki kemungkinan memperoleh aset 
produksi dengan kekuatan sendiri, kemungkinan untuk dapat digunakan sebagai 
agunan. Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah karena waktunya habis dipakai 
untuk bekerja mencari penghasilan. Pada usia sekolah mereka itu harus 
membantu orangtua di sawah atau menjadi buruh tani. Keempat, kebanyakan 
tinggal dipedesaan yang serba terbatas fasilitasnya atau desa tempat tinggalnya 
terisolir. Kelima, mereka yang tinggal di kota tidak mempunyai tempat tinggal 
yang layak dan juga tidak memiliki keterampilan sehingga bekerja apa adanya 
(Salim; 1984). 
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan 
Menurut Samuelson dan Nordhous (2004) bahwa penyebab dan 
terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah 
karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya 
perbaikan mutu pendidikan. Menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut : 1). Secara 
makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan 
sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk 
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miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya 
rendah. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya 
manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti 
produktivitasnya juga akan rendah, upahnya nya pun rendah. 3). kemiskinan 
muncul karena adanya akses modal.  
Penyebab kemiskinan dengan dimensi yang lebih luas dikemukakan oleh 
Heredia dan Pueblo (1996), menurutnya kemiskinan struktural disebabkan oleh 
hal-hal berikut: 1). Kurangnya demokrasi: hubungan kekuasaan yang 
menghilangkan kemampuan warga negara untuk memutuskan masalah yang 
menjadi perhatian mereka. 2). Kurangnya memperoleh alat-alat produksi dan 
sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk. 3). 
Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. 4). 
Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing dari 
pada pasar domestik. 5). Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam 
meminimalkan ketimpangan sosial. 6). Eksploitasi berlebihan terhadap sumber 
daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional 
berdampak pada orang miskin. 7). Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan 
monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya 
pemupukan pendapatan dan kesejahteraan.  
2.1.2  Belanja Pemerintah Daerah 
Pengeluaran pemerintah berdasarkan pada model pertumbuhan endogen 
membedakan antara pengeluaran produktif dan tidak produktif. Pengeluaran 
dikatakan produktif jika memasukan argumen-argumen dalam fungsi produksi 
privat dan tidak produktif jika sebaliknya. Ini menyiratkan bahwa pembelanjaan 
dikatakan produktif jika mempunyai suatu efek langsung atas pertumbuhan 
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ekonomi dan sebaliknya tidak produktif maka tidak memiliki efek secara 
langsung, (Barro dan Xala-I-Martin,1992). Pengeluaran pemerintah merupakan 
suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu 
langkah untuk mensejahterakan masyarakat dan menuju pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, merupakan bagian dari 
pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada 
akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  
Teori Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 
Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk memberikan barang 
dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam perekonomian 
modern peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar 
yaitu: peranan alokasi yaitu peranan dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, 
peranan distribusi dan peranan stabilisasi (Mangkoesoebroto, 2001). Belanja 
pemerintah mencakup upah pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk 
kepentingan umum. Namun, upah pekerja pemerintah ini dinamakan dengan 
pembayaran transfer karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan 
jasa yang diproduksi. Pendapatan transfer mempengaruhi pendapatan rumah 
tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian tersebut. Dari sudut 
pandang ilmu ekonomi makro, pembayaran transfer berlaku seperti pajak yang 
negatif. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi 
barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa , pembayaran 
transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintahJenis belanja 
pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun 
daerah, pengeluaran dibedakan menjadi:  
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1. Belanja operasi. Rincian belanja operasi antara lain digunakan untuk 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan 
dinas, pinjaman, subsidi, hibah dan belanja operasional lainnya. 
2. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembelian /pembentukan 
aset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan asset tetap lainnya. 
3. Belanja tak terduga. Merupakan belanja tidak terduga yang sebelumnya 
tidak dianggarkan seperti penanganan bencana. 
Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan 
infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mendukung 
pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan. Efek pembangunan pada keempat sektor tersebut 
tidak dapat berdampak secara langsung melainkan membutuhkan beberapa 
periode untuk merasakan dampaknya. Sehingga pemerintah harus membuat 
prioritas pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam 
jangka pendek misalnya mengalokasikan pengeluaran sektor pertanian karena 
sektor pertanian terbukti efektif meningkatkan kinerja ekonomi, pemerataan 
pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam jangka panjang 
misalnya mengalokasikan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. 
Pengeluaran Pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari 
kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk 
mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam 
dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. 
Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat 
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output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, peran pemerintah melalui 
kebijaksanaan fiskal sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan. 
Namun program yang dibuat harus melalui analisis kebutuhan yang jelas agar 
anggaran yang digunakan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.  
2.1.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 
anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah 
dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam 
tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan 
untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua 
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan 
dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, 
maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan 
pengawasan keuangan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang 
terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah. (2) Belanja Daerah. (3) Pembiayaan Daerah.  
Pendapatan daerah yang dimana didalamnya termasuk adalah  
(1). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam 
membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: Pajak daerah, 
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Retribusi daerah, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah.   
(2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 
dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus.  
(3). Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri dari: Hibah tidak mengikat. Dana 
darurat dari Pemerintah, Dana bagi hasil pajak ke provinsi ke kabupaten atau 
kota, Dana penyesuaian dan Dana otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya.  
 Belanja Daerah yang dimana termasuk: 
(1). Belanja Tidak Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, 
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan 
Keuangan, Belanja tidak Terduga.  
(2). Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait lansung dengan 
produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organsasi. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang 
terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 
Jasa, Belanja Modal.  
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Pembiayaan Daerah termasuk didalamnya antara lain: 
 (1). Penerimaan Pembiayaan seperti: Sisa lebih perhitungan anggaran TA 
sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan Kekayaan daerah yang 
dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman, Penerimaan piutang daerah. 
(2). Pengeluaran Pembiayaan seperti: Dana Cadangan, Investasi Daerah, 
Pembayaran Pokok Utang, Pinjaman Daerah.   
1. Alokasi Belanja di Sektor Pendidikan 
Asumsi yang digunakan dalam teori human development adalah bahwa 
pendidikan forman merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan 
masyarakat berpotensi tinggi, teori tersebut dapat diaplikasikan dengan syarat 
adanya fasilitas secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat 
memanfaatkan fasilitas yang ada. Teori ini dipercaya bahwa masyarakat dalam 
hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan potesi masyarakat. 
Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang 
yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan 
bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya 
mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan 
yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan 
meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, 
bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin. 
(Zuluaga, 1990) 
Menurut Michael P. Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu biaya-
biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya 
pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada 
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pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah 
segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan 
keluarganya untuk membiayai pendidikan.  
Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 
pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas 
tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi 
akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui 
peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum 
miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh 
pendidikan. Dengan demikian diharapakan kondisi ini akan memajukan 
perekonomian masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan. Pengeluaran di 
sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah 
harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi 
anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi 
untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 
2. Alokasi Belanja di Sektor Kesehatan 
Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran 
kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar 
anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN 
di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi 
dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh 
karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi 
Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya 
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merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat 
yang sejahtera (welfare society). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat 
kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, 
tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena 
kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak 
diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama 
pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat 
menjamin hak masyarakat untuk sehat (right for health) dengan memberikan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan 
berkualitas (Widodo, 2010). 
3. Alokasi Belanja di sektor Infrastruktur  
Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dalam kaitannya dengan 
pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung 
agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Menurut kajian ilmiah yang 
dilakukan Friawan (2008) dijelaskan bahwa infrastruktur sangat penting dalam 
integrasi ekonomi yaitu : pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik 
merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk 
memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan 
infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan 
investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk 
mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Dengan 
membaiknya infrastruktur diharapkan akan memperlancar mobilitas kerja 
ekonomi antar daerah yang selanjutnya menarik minat para investor untuk 
berinvestasi di daerah tersebut, artinya akan menciptakan kesempatan kerja baru 
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karena munculnya unit-unit kegiatan baru. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur 
akan meningkatkan kondisi pembangunan. Meningkatnya kondisi pembangunan 
akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan 
kemiskinan.  
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ikhsan (2004) bahwa 
secara langsung pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan 
produksi yang menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak langsung, 
ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor 
ekonomi yang lain, terutama infrastruktur dasar yang memberikan produktivitas 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan. 
2.1.3  Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Sadono Sukirno dalam Ristiardani (2011), pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi memiliki defisini yang berbeda, yaitu pertumbuhan 
ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam 
jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator 
keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan 
ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun 
terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Secara umum, pertumbuhan 
ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan 
ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dan perkembangan suatu 
perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan 
GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 
kecil dari tingkat pertumbuhan pendududk atau apakah perubahan stuktur 
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ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999).  
Menurut pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, 
Thomas Robert Malthus, maupaun ekonom Neoklasik, Robert Solow dan 
Trover Swan) menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi, yaitu : (1). Jumlah penduduk. (2). Jumlah stok barang 
modal. (3). Luas tanah dan kekayaan alam. (4). Tingkat teknologi yang 
digunakan (Boediono,1998). Pada masa ekonomi klasik, para ekonom 
berargumen bahwa sistem ekonomi pasar bebas yang akan menciptakan 
efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin 
pertumbuhan ekonnomi sampai tercapai posisi stationer. 
Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan perekonomian, hal 
yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan kebebasan kepada setiap 
orang untuk berusaha, tidak membuat peraturan yang menghambat pergerakan 
orang dan barang, menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah juga perlu 
menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana sehingga para pengusaha 
dan investor dapat beropersi dengan efisien. Dengan gambaran keadaan seperti 
itu diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan tercapai.  Suatu 
perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila 
tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada sebelumnya.  
Sedangkan menurut Schumpater, faktor utama yang menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah inovator 
atau wiraswata. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses 
kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 
berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu 
diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. 
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Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Sri Aditya, 
2010). 
Menurut Mankiw (1995) dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti 
terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang 
pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat 
diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara 
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. 
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 
jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun 
tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.  
2.1.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Nafziger (1997) dalam Ristriardani (2011) faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk (tenaga kerja), 
pendidikan, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi), 
kewirausahaan dan sumber daya alam. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan 
meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Tenaga kerja 
sebagai salah satu faktor produksi yang selalu dipakai dalam proses produksi. 
Perannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, daya kreasi tinggi 
yang dimiliki, akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya 
produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun Menurut Malthus, penduduk 
akan menghambat pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena 
pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan persediaan sumber daya 
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alam yang ada. Pandangan ini telah mengabaikan peranan dari perkembangan 
teknologi, akumulasi modal, pengendalian tingkat kelahiran dan lainnya yang 
sebenarnya mampu mengelola jumlah sumber daya alam dalam hal ini adalah 
makanan bagi penduduknya. Nafziger junga mengungkapkan bahwa tingkat 
pendidikan penduduk atau tenaga kerja adalah faktor pendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lain. Faktor yang lain dikemukakan adalah sumber daya alam.  
2.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas 
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga 
konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung 
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, 
sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun 
dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan biasanya 
diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.  
Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung 
oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, 
pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah 
dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu 
menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil 
suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau 
akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.  
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Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk 
mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup 
kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB 
kabupaten/kota menurut lapangan usaha (Industrial Origin). Penghitungan PDRB 
diperoleh melalui tiga pendekatan : (1). Pendekatan Produksi dalam pendekatan 
ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai 
unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit 
produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam 9 sektor atau lapangan 
usaha yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, 
Listrik, Gas, dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, 
Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan, Jasa-jasa. (2). Pendekatan Pendapatan menurut pendekatan 
pendapatan, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan terakhir, 
yaitu: Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 
mencari untung, Konsumsi pemerintah, Pembentukan modal tetap domestik 
bruto, Perubahan stok, Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 
tahun). Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor. (3). Pendekatan Pengeluaran 
menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang 
diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 
wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor 
produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 
keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan 
pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB kecuali faktor pendapatan, 
termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. 
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Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai 
nilai tambah bruto sektoral. Produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai 
tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha). Dari 3 pendekatan tersebut 
secara konsep jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan 
untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regional bruto yang 
telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto Atas 
Dasar Harga Pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto. 
2.1.4  Indeks Pembangunan Manusia  
Konsep Indeks Pembangunan Manusia pertama kali dipublikasikan 
United Nations Development Program (UNDP) melalui Human Development 
Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini 
pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s 
choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.  
Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator 
yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu 
negara, yaitu: a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat 
kematian bayi). b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan 
bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). c) 
Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.  
Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup 
sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara 
spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, 
yaitu produktivitas (Productivity), pemerataan (quity), berlanjutan (sustainability), 
dan pemberdayaan (empowerment). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu 
wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu 
pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa 
jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka 
harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat 
(tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai 
standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, 
maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. IPM 
merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga 
indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup 
pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka 
melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks 
standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah 
disesuaikan atau paritas daya beli. 
Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah 
sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. 
Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia 
yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini 
teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya 
manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi 
tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar 
ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif 
merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. 
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Dalam konteks pembangunan daerah Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola 
Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu 
posisi penting dalam pembangunan daerah. IPM yang merupakan tolak ukur 
pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi 
kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki 
nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat 
dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan 
rendah. 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit 
yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat 
mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga 
indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) 
Indikator ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan 
yang mendasar di suatu wilayah. 
Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) 
pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan 
kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah 
bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan 
pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi 
produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan 
adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. 
2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja 
Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya 
permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan 
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kemampuan suatu perusahaan menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan 
suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama 
antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sonny Sumarsono,2003). 
Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap 
tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu 
lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri. Dalam 
ilmu ekonomi seperti kita ketahui faktor-faktor produksi yang terdiri dari: tanah, 
modal, tenaga kerja, skill. Haryo Kuncoro (2002) menjelaskan, penyerapan 
tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin 
dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan 
tersebar diberbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja 
disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Indonesia dengan 
jumlah penduduk yang besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula 
(Barthos, 2001:15). Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berupa tenaga 
kerja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tenaga kerja yang ada harus 
mampu diserap oleh semua kegiatan dan sektor ekonomi. Penyerapan tenaga 
kerja bisa di kaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga 
kerja dan penawaran tenaga kerja, yang di mana permintaan tenaga kerja pasar 
dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu 
penggunaan tenaga kerja keseimbangan (Fuad Kadafi, 2013).  
Penyerapan tenaga kerja bisa di kaitkan dengan keseimbangan interaksi 
antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang dimana 
permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara 
bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan 
tenaga kerja keseimbangan. Di dalam dunia kerja atau dalam hal penyerapan 
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tenaga kerja setiap sektornya berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, 
misalnya saja tenaga kerja di sektor formal. Penyeleksian tenaga kerjanya di 
butuhkan suatu keahlian khusus pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk 
bisa bekerja pada sektor formal (Bellante and Mark2006). 
2.1.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja 
 Daya serap tenaga kerja menurut Sonny Sumarsono antara lain: 1). 
Kemungkinan subtitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya 
modal. 2). Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. 3). Proporsi 
biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 4). Elastisitas persediaan faktor 
produksi lainnya. 
Menurut Sumarsono (2003) dalam Subekti (2007), permintaan tenaga 
kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu 
lapangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 
adalah tingkat upah, nilai produksi dan investasi. Perubahan pada faktor-faktor 
tersebut akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap suatu lapangan 
usaha. Tingkat upah akan mempengaruhi tingkat biaya produksi.  
Menurut Nicholson (1999) dalam teori Pasar Tenaga Kerja dan Dampak 
Upah Minimum menjelaskan bahwa tenaga kerja dalam perekonomian 
ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keseimbangan 
mekanisme pasar kerja ini akan menghasilkan tingkat upah dan tenaga kerja 
keseimbangan. Kenaikan dalam penawaran tenaga kerja yang didorong oleh 
bertambahnya angkatan kerja akan menyebabkan penurunan dalam tingkat upah 
dan kenaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pergeseran keseimbangan pasar 
kerja ini didasarkan pada asumsi, jika sektor riil memiliki rencana untuk 
melakukan ekspansi produksi. 
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2.2  Hubungan antar Variabel 
2.2.1 Hubungan Alokasi Belanja untuk Infrastuktur terhadap Kemiskinan 
Dampak infrastruktur terhadap kemiskinan tidak dapat dilihat secara 
langsung. Infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan, oleh karena itu 
diharapkan dengan infrastruktur yang memadai akan tercipta pertumbuhan yang 
lebih tinggi sehingga program pengentasan kemiskinan akan berjalan dengan 
baik. Hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan pada dasarnya bersifat dua 
arah. Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menyebabkan peningkatan 
permintaan akan tenaga kerja dan peningkatan upah, dan dengan demikian 
mengurangi kemiskinan. Pendapatan yang lebih baik meningkatkan produktifitas 
tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga memperbaiki 
pendapatan publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk prasarana 
fisik dan sosial, sehingga membantu mengurangi kemiskinan. Infrasturktur dan 
Pertumbuhan Ekonomi Regional Kajian teori ekonomi pembangunan menurut 
Sjafrizal (2008) dikatakan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan 
ekonomi diperlukana sarana Infrastruktur yang memadai. Ilustrasi sederhana, 
seandainya semula tidak ada akses jalan lalu dibuat jalan maka dengan akses 
tersebut akan meningkatakan aktivitas perekonomian. Dalam konteks ekonomi, 
jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu 
perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit 
dicapai tanpa ketersedian jalan memadai. Tambunan (2005) dikutip oleh arman 
(2008) menegaskan bahwa manfaat ekonomi infrastruktur jalan sangat tinggi 
apabila infrastruktur tersebut dibangun tepat untuk melayani kebutuhan 
masyarakat dan dunia usaha yang berkembang. Lebih lanjut menyatakan bahwa 
infrastruktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi. Secara langsung 
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atau tidak langsung masing-masing infrastruktur fisik memberikan kontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ada dua cara bagaimana infrastruktur 
jalan mengurangi kemiskinan, yaitu dengan dampak langsung (its own effect), 
dan dari dampak pada peningkatan kinerja variabel lainnya (the through-effect). 
Dampak langsung dari infrastruktur jalan ini adalah tambahan dari lapangan 
pekerjaan ketika pembangunan jalan ini berlangsung, meningkatkan hubungan 
antara produsen dan konsumen, pencari kerja dengan yang mempekerjakan. 
Singkatnya, jalan dapat menyebabkan pasar input dan pasar barang bekerja 
lebih baik, yang secara tidak langsung mengurangi kemiskinan (Kwon, 2001).  
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan mengeluarkan sejumlah 
kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha. Prioritas pertama, pemerintah 
meminta pemerintah daerah memberikan fasilitas dan kemudahan agar usaha 
bisa tetap berjalan baik. Prioritas kedua adalah peningkatan pembangunan 
proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengatasi gelombang 
pengangguran, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, 
perhubungan dan perumahan. Selain akan menyerap tenaga kerja, proyek 
infrastruktur juga membuat perekonomian akan bergerak. Untuk ini anggaran 
infrastruktur akan diprioritaskan pengalokasiannya dalam APBN dan APBD. 
Diharapkan dengan cara tersebut pengangguran dapat teratasi dan dikurangi, 
serta infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil 
bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Prioritas ketiga adalah upaya pemerintah pusat 
dan daerah melindungi dan membantu meringankan beban golongan menengah 
kebawah yang mengalami kesulitan di bidang perekonomian. 
Melakukan aktifitas pembangunan dengan kata lain belanja modal dilakukan 
dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau 
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inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk 
didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta 
kualitas asset. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan 
berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf 
kualitas fisik dan non fisik penduduk serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik 
dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan 
yang layak. Untuk itu maka pemerintah memerlukan alokasi belanja modal untuk 
mewujudkan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik. Masalah 
kemiskinan yang identik dengan jumlah pendapatan masyarakat yang tidak 
memadai, harus selalu menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. 
Meskipun masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari 
kemiskinan adalah relatif, namun ketika dari sebuah negara mengalami 
peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Agenda mengatasi 
kemiskinan bagi suatu negara berkaitan dengan banyaknya faktor yang 
berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri, karena 
dampak dari kemiskinan itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang 
menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan. 
Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam memberantas kemiskinan. 
Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang 
lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak 
hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat upah 
maupun pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan 
keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau 
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kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seseorang terhindar dari 
kondisi miskin. 
Menurut Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia 
merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia 
memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam 
menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar 
tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan 
2.2.2 Hubungan Alokasi Belanja untuk Pendidikan dan Kesehatan 
terhadap Kemiskinan  
Menurut Tjiptoherijanto (1993) menyatakan bahwa kesehatan dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan 
kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga 
kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat 
pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, 
ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan 
membawa tingkat partisipasi angkatan kerja. 
Menurut Lanjouw dalam Ginting, et al (2008) menyatakan pembangunan 
manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi 
di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin 
dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah 
tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah 
akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya 
meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus 
pada pengurangan kemiskinan.  
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 Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga 
merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah 
satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan 
meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan 
meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output 
energi.  
2.3  Studi Empiris 
Adit Agus Prayitno (2010) “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
tingkat kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-
2007). Penelitian tersebut menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat 
kemiskinan. Variable independen dari penelitian ini adalah pertumbuhan 
ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran, metode yang 
digunakan dalam analisis ini adalah analisis panel data. Dari hasil uji t variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengarh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, 
variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, 
variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, 
variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan serta variabel 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.   
Hadi Sasana (2012) “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan 
Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.”Pertama, pengeluaran pemerintah 
memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 
kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.Kedua, pendapatan perkapita 
 57 
 
belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 
kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. 
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi Di Industri 
Kecil Mebel Di Kota Semarang) M. Taufik Zamrowi 2007. Variabel upah/gaji 
berpengaruh negative dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.Variabel 
produktivitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap permintaan 
tenagakerja. Variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
permintaan tenaga kerja. Variabel non upah sentra berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Secara simultan atau bersama-
sama variable non upah, modal, tingkat upah atau gaji dan produktivitas 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel yang paling dominan 
dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industry kecil mebel di Kota 
Semarang adalah variabel modal. 
Studi yang dilakukan Triyowati (2005) meneliti tentang dampak 
desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Penelitian 
tersebut melihat dari pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur, pertanian, 
pendidikan, dan kesehatan. Hasil yang didapat bahwa pengeluaran pemerintah 
di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berdampak terhadap jumlah tenaga 
kerja dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran di sektor infrastuktur berdampak 
positif terhadap jumlah tenaga kerja dan tidak mempunyai dampak terhadap 
tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran di sektor pertanian tidak mempunyai 
dampak terhadap jumlah tenaga kerja dan berdampak positif terhadap tingkat 
kemiskinan. Hasil penelitian terdahulu masih sangat beragam mengenai 
hubungan pengeluaran pemerintah dalam sektor publik, terutama sektor 
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pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan pertanian secara bersama-sama 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. 
Maria Johanna (2001), dalam penelitian mengenai analisis pengaruh 
pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan 
kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa 
Tengah. Diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 
pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika 
pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 
pembangunan manusia. 
2.4  Kerangka Konseptual 
Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 
memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka 

































Alokasi Belanja untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur merupakan 
belanja pemerintah yang perlu diperhatikan dalam hal program kerja karena 
sangat berpengaruh dalam  suatu pembangunan suatu daerah.  
Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan PDRB 
khususnya PDRB perkapita di suatu wilayah atau daerah. Harapannya 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan 
perkapita dan mensejahterakan masyarakat secara merata.  
Tenaga kerja yang terserap di suatu daerah mempunyai hubungan yang 
kuat dengan jumlah penduduk miskin kemudian untuk jangka panjangnya dapat 
mempengaruhi total PDRB daerahnya.  
Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dan berkualitas sangat 
mempengaruhi suatu tingkat pendapatan seseorang dan dapat memperbaiki 
standar hidupnya. 
Kemiskinan merupakan suatu keadaan buruk dimana masyarakat kurang 
mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya di sebabkan karna adanya 
pendapatan yang relatif kecil sehingga kehidupan maupun kesejahteraan 
masyarakat sedikit terkuras, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi pun menjadi 
terhambat karna hal tersebut selalu menjadi hantu dalam dunia perekonomian. 
2.5  Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara yang diambil untuk menjawab 
permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian : 
1. Alokasi belanja daerah untuk infrastruktur berpengaruh negatif  terhadap 
kemiskinan baik secara langsung atau tidak langsung melalui 




2. Alokasi belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh 
negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung atau tidak langsung 






3.1   Rancangan Penelitian 
 Rancangan penelitian merupakan segala sesuatu yang mencakup 
tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang dimana pendekatan ini 
menggunakan sumber data dari media tercetak dari beberapa instansi. 
3.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Selayar, pemilihan tempat ini karena 
daerah tersebut termasuk salah satu tingkat kemiskinan yang tinggi di Sulawesi 
Selatan. Dengan lokasi penelitian 11 kecamatan. 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Time Series 
dari tahun 2005-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun 
dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Sumber data diperoleh dari laporan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah dan studi pustaka dari berbagai literatur 
atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan berbaai sumber dari 
instansi terkait. 
3.4  Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Path 
Analysis (analisis jalur) merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir 
hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan 
sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan 
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sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi untuk melihat 
hubungan kausalitas antar variabel. Analisis jalur digunakan untuk menentukan 
pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk 
mengkonfrimasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner. Dalam melakukan 
pengolahan data penelitian, penulis menggunakan program software SPSS dengan 
persamaan fungsi sebagai berikut: 
  Y1 = f (X1) ………………………………………………………………………….....(3.1) 
  Y2 = f (X1) ………………………………………………………………………...... (3.2) 
  Y3 = f (X1, X2) ……………………………………………………………………......(3.3) 
  Y4 = f (X1, X2, Y1, Y2, Y3) …………………………………………….…………….(3.4) 
dimana : 
X1  = Alokasi Belanja untuk Infrastuktur 
X2 = Alokasi Belanja untuk Pendidikan dan Kesehatan 
Y1 = Pertumbuhan Ekonomi 
Y2 = Penyerapan Tenaga Kerja 
Y3 = Indeks Pembangunan Manusia 
Y4 = Tingkat Kemiskinan 
Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat ditulis sebagai berikut:  
 
 eY1   = α0Xα1e1 …………………………………………………(3.5) 
  Y1  = ln α0 + α1 ln X1+ 1……………………………………....(3.5.1) 
  eY2   = 0X11 e2 ……………………………………….………..(3.6) 
  Y2  = ln 0 + 1 ln X1 + 2 ………………………………………………………(3.6.1) 
  eY3  = 0X11 X22e3 ………………………………………..…..(3.7) 
  Y3  = ln 0 + 1 ln X1 + 2 ln X2 +3 …………………………(3.7.1) 
  eY4  = 0X11X2eY13eY24eY35e4 ……………………………..(3.8) 





Subsitusi persamaan (3.5.1), (3.6.1), (3.7.1) dan (3.8.1) 
Y4 = ln 0 + 1 lnX1+ 2  lnX2+ 3  (ln α0 + α1 ln X1+ 1) + 4 (ln 0 + 1 ln X1 + 
2) +  5 (ln 0 + 1 ln X1 + 2 ln X2 +3) + 4  
 
Y4 = ln 0  + 1 lnX1+ 2  lnX2 + 3 ln α0+ 3 α1ln X1 + 3 1 + 4 ln 0 + 4 1 ln 
X1+ 42 + 5 ln 0 + 5  1 ln x1+ 5 2 ln x2+ 5 3 + 4 
 
Y4 = ln 0  + 3 ln α0 + 4 ln 0 + 5 ln 0 + 1 lnX1 + 3 α1ln X1 + 4 1 ln X1+ 5   
         1 ln x1+ 2  lnX2 + 5 2 ln x2+3 1 +3 1 + 42 + 5 3 + 4 
  
Y4 = (ln 0  + 3 ln α0 + 4 ln 0 + 5 ln 0 ) + (1 ln + 3 α1ln + 4 1 ln + 5 1 ln) 
(X1) + (2  ln + 5 2 ln) (X2) + (3 1 +3 1 + 42 + 5 3 + 4) 
  




0 = = (ln 0  + 3 ln α0 + 4 ln 0 + 5 ln 0 ) Konstanta 
1 =  (1 ln + 3 α1ln + 4 1 ln + 5 1 ln) Parameter yang akan di estimasi 
2 = = (2  ln + 5 2 ln) Parameter yang akan di estimasi 
µ5 = = (3 1 +3 1 + 42 + 5 3 + 4) Kesalahan Random 
3.5  Definisi Operasional Variabel  
1. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk di Kab. Selayar 
dibawah garis kemiskinan dengan standar Badan Pusat Statistik (BPS). 
Satuan yang digunakan adalah persen. 
2. Belanja Pemerintah Daerah disini maksudnya adalah salah satu belanja 
langsung pemerintah daerah yang termasuk dalam APBD Kab. Selayar 
periode 2005-2014. Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
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3. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar 
harga konstan tahun 2000 di Kabupaten Selayar dari tahun 2005-2014. 
Satuan yang digunakan adalah persen. 
4. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian kualitas 
sumber daya manusia di daerah Kabupaten Selayar. Satuan yang 
digunakan adalah persen. 
5. Penyerapan Tenaga Kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah 
terisi diliat dari banyaknya penduduk Kabupaten Selayar yang bekerja. 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Gambaran Umum Demografi dan Indikator Makro Ekonomi Daerah  
4.1.1 Kondisi Demografis 
Jumlah penduduk Kabupaten Selayar pada tahun 2014 mencapai 
128.744 jiwa terdiri atas yang terdiri atas 11 kecamatan. Jumlah penduduk 
menurut kecamatan, luas daerah, jumlah penduduk dan kepadatannya dapat 
diliat pada tabel 4.1 yang dimana Kecamatan Benteng merupakan pusat kota di 
Kabupaten Selayar hanya mempunyai luas sebesar 24,63 km2 dengan 
kepadatan penduduk mencapai 967 jiwa/km2. Kecamatan dengan luas daerah 
yang tinggi seperti kecamatan Bontosikuyu sebesar 248,22 km2 hanya memiliki 
kepadatan penduduk 60jiwa/km2. Dengan tingkat penduduk tiap tahun 
Pemerintah dapat memberikan perhatian di bidang kesejahteraan masyarakat 
dan terlebih untuk masyarakat miskin. 
Tabel 4.1  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Selayar tahun 20014 




Pasimarannu 195,33 9 184 47 
Pasilambena 114,88 7 279 63 
Pasimasunggu 131,8 8 090 61 
Takabonerate 49,3 13 112 266 
Pasimasunggu Timur 67,14 7 455 111 
Bontosikuyu 248,22 14 873 60 
Bontoharu 128,12 13 093 102 
Benteng 24,63 23 811 967 
Bontomanai 136,42 12 589 92 
Bontomatene 193,05 12 941 67 
Buki 68,14 6 317 93 
Total 357,03 128 744 95 





4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
 Salah satu indikator ekonomi makro daerah di Kabupaten Selayar adalah 
PDRB yang di hitung berdasarkan harga berlaku. Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu 
daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa 
dihasilkan dalam waktu satu tahun wilayah.  Pada tahun 2013-2014 nilai PDRB 
atas dasar harga berlaku di Kabupaten Selayar dapat diliat pada table 4.2 yang 
memberikan informasi mengenai besaran Produk Domestik Regional Bruto.  
Tabel 4.2  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(juta Rp) di Kabupaten Selayar Tahun 2013 dan 2014 








1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.245.736,20 0,46 1.555.411,90 0,45 
2 Pertambangan dan Penggalian 23.791,90 0,01 33.332,30 0,01 
3 Industri Pengolahan 87.485,40 0,03 96.843,10 0,03 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.829,90 0,00 3.068,30 0,00 
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
3.452,50 0,00 4.046,70 0,00 
6 Konstruksi 544.596,10 0,20 677.643,30 0,20 
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 234.962,30 0,09 263.205,50 0,08 
8 Transportasi Dan Pergudangan 65.023,60 0,02 81.873,30 0,02 
9 Penyediaan Akomodasi Dan Makan 
Minum 
6.137,60 0,00 7.146,50 0,00 
10 Informasi Dan Komunikasi 75.650,70 0,03 81.067,00 0,02 
11 Jasa Keuangan Dan Asuransi 35.502,10 0,01 42.398,30 0,01 
12 Real Estate 45.791,70 0,02 52.903,60 0,02 
13 Jasa Perusahaan 477,40 0,00 583,90 0,00 
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
Dan Jaminan Sosial Wajib 
269.720,10 0,10 296.956,80 0,09 
15 Jasa Pendidikan 28.530,30 0,01 193.238,50 0,06 
16 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 51.184,10 0,02 58.937,30 0,02 
17 Jasa Lainnya 12.828,70 0,00 14.859,90 0,00 
 Total 2.733.700,60 1,00 3.463.516,20 1,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 
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Dapat diliat tabel diatas, dimana PDRB atas harga berlaku menurut lapangan 
usaha dengan sumbangsi terbesar di Kabupaten Selayar adalah di bidang 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp1.245.736,20  di tahun 2013 
dan tahun 2014 sebesar Rp1.555.411,90 yang dimana masyarakat disana 
menjadikan daerah pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai lahan untuk 
mencari lapangan pekerjaan. Selanjutnya kedua terbesar adalah Kontruksi di 
Kabupaten Selayar sebesar Rp544.596.10 tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi 
Rp677.644,30 yang artinya pemerintah Kabupaten Selayar melakukan kegiatan 
membangun sarana dan prasarana misalnya kontruksi jalan raya, kontruksi 
jembatan dan lain lain untuk pembangunan daerahnya.  
4.1.3 PDRB Perkapita  
Selain Produk Domestik Regional Bruto, adapula indikator lain yang dapat 
digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah 
yaitu nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional, PDRB perkapita merupakan 
hasil bagi antara nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah 
penduduk pertengahan tahun. Maka, PDRB perkapita hanya merupakan nilai 
rata-rata pendapatan dari total PDRB dan tidak menggambarkan rata-rata 
pendapatan masyarakat secara riil. 
Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal 
di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas 
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang 
penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Selayar mencapai 
26,9 juta rupiah dan tahun sebelumnya mencapai sebesar 14,81 juta rupah, 




Tabel 4.3  
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persentase) 
di Kabupaten Selayar Tahun 2010-2014 
 Lapangan Usaha / Industri 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.35 7.39 8.52 9.79 12.08 
2 Pertambangan dan Penggalian 0.10 0.12 0.15 0.19 0.26 
3 Industri pengolahan 0.53 0.57 0.62 0.69 0.75 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 
6 Kontruksi 2.33 2.84 3.48 4.28 5.26 
7 Perdagangan Besar dan Eceran 1.33 1.50 1.70 1.85 2.04 
8 Transportasi dan Pergudangan 0.34 0.39 0.45 0.51 0.64 
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 
0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 
10 Informasi dan Komunikasi 0.43 0.47 0.54 0.59 0.63 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.14 0.18 0.23 0.28 0.33 
12 Real Estate 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 
13 Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 
 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 
1.59 1.87 2.00 2.12 2.31 
15 Jasa Pendidikan 0.96 1.09 1.22 1.37 1.50 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.30 0.33 0.37 0.40 0.46 
17 Jasa lainnya 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 
Total 14.81 17.19 19.79 22.64 26.90 
 Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 (data diolah) 
Dari data tabe 4.3 dapat diliat secara umum tingkat PDRB perkapita di 
Kabupaten Selayar menunjukkan tren yang cukup baik, dengan angka meningkat 
disetiap tahunnya. Dilihat dari Lapangan Usaha di Kabupaten Selayar yang 
paling dominan di sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutan dengan pencapaian 
sebesar 12,08 persen pada tahun 2014. Disektor lain menurut Lapangan Usaha 
adalah Kontruksi dengan nilai persentase sebesar 5,26 persen di tahun 2014. 
Hal ini menandakan sebagai salah satu 68ndicator bahwa masyarakat pada 
umumnya sejahtera walaupun PDRB perkapita belum sepenuhnya menentukan 
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tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Selayar. Dengan jumlah 
pendapatan daerah yang tinggi tidak mencerminkan pendapatan perkapita juga 
tinggi.  
4.1.4 Pengangguran 
 Indikator makro ekonomi yang selanjutnya adalah pengangguran yang 
merupakan angka yang menunjukkan besarnya kerja usia 15 tahun ke atas yang 
sedang aktif mencari pekerjaan. Ketidakseimbangan antara permintaan akan 
lapangan kerjaan yang semakin meningkat dengan jumlah lapangan kerja yang 
terbatas, merupakan masalah utama dalam pengangguran. Tingkat 
pengangguran penduduk Kabupaten Selayar  di tahun 2014 sekitar 1180 jiwa. 
Dengan demikian masyarakat di Kabupaten Selayar lebih mencari pekerjaan di 
luar daerahnya atau bekerja di bidang pertanian atau perikanan yang dimana 
bidang perikanan merupakan salah satu mata pencaharian utama di Kabupaten 
Selayar karena daerahnya sebagian besar daerah pesisir 
Tabel 4.4  








Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2014(data diolah) 
Dilihat dari tabel 4.4 di atas tingkat pengangguran Secara garis besar di 
Kabupaten Selayar tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan yang  
signifikan. Pada tahun 2010 pengangguran di Kabupaten Selayar mencapai 4663 
jiwa ditahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 2565 jiwa sampai dengan 
tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1750 jiwa tetapi pada tahun 2013 
terjadi peningkatan sebesar 2245 jiwa tidak berselang beberapa lama di tahun 
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berikutnya pemerintah dapat mengendalikan laju tingkat pengangguran menjadi 
1180 jiwa.  
4.2  Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1  Alokasi Belanja untuk Infrastuktur, Kesehatan dan Pendidikan 
Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 
kabupaten Selayar dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBD. 
Pengeluaran pemerintah melalui anggaran yang dikeluarkan dalam pengentasan 
kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada 
peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan perumahan, subsidi dapat 
dilihat pada Grafik 4.1 dibawah ini. 
Grafik 4.1 
Pengeluaran Pemerintah dalam Alokasi Belanja untuk Infrastruktur 
 
      Sumber: APBD Kabupaten Selayar 2005-2014 (data diolah) 
  
Perkembangan belanja pemerintah derah di Kabupaten Selayar untuk 
bidang infrastuktur dari tahun 2005 yaitu Rp26.595.479.000 sampai tahun 2008 
menjadi peningkatan yaitu Rp94.497.883.551 dan tahun berikutnya 2009 dan 
sampai 2010 terjadi penurunan belanja. Tahun 2011 sebesar Rp.69.083.490.000 
kenaikan tidak berjalan dengan baik karena tahun berikutnya 2012 turun  menjadi 
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 Alokasi anggaran untuk pendidikan merupakan wujud nyata untuk 
meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Belanja pemerintah dalam 
hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun 
suatu sarana atau sistem yang baik. Dapat dilihat pada grafik dibawah selama 
sepuluh tahun alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bergerak 
secara fluktuatif.  
 
Grafik 4.2 
Pengeluaran Pemerintah dalam Alokasi Belanja untuk Pendidikan 
 
Sumber: APBD Kabupaten Selayar 2005-2014 (data diolah) 
 
Selama sepuluh tahun dari 2005-2014 alokasi untuk pendidikan 
mengalami pergerakan secara fluktuatif dimana kenaikan di tahun 2006 sebesar 
Rp.58.966.967.000 pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 
Rp.28.513.789.150 tetapi pada tahun 2008 dan 2009 terjadi kenaikan tahun 2009 
yaitu Rp.48.269.350.000 dan tahun 2010 terjadi penurunan lagi dan tahun 2011 
menjadi Rp.60.836.999.000 sampai dengan tahun 2014 menjadi 
Rp.49.836.310.000. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh 
karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi 
Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya 
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yang sejahtera (welfare society). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat 
kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Dalam grafik 4.3 di 
bawah merupakan perkembangan alokasi belanja untuk Kesehatan di Kabupaten 
Selayar. 
Grafik 4.3 
Pengeluaran Pemerintah dalam Alokasi Belanja untuk Kesehatan 
 
  Sumber: APBD Kabupaten Selayar 2005-2014 (data diolah) 
 Berdasarkan data di atas, terjadi pergerakan secara garis besar 
mengalami peningkatan. Dimana dari tahun 2005 sebesar Rp.8.692.073.000, di 
tahun 2006 terjadi kenaikan yaitu Rp.17.599.727.000 pada tahun 2007 dan tahun 
2008 terjadi kenaiakan yang cukup  sebesar dimana tahun 2007 Rp.23.869.282 
dan tahun 2008 sebesar Rp.29.899.364.134 tetapi pada tahun berikutnya 
mengalami penurunan dan kembali naik secara signifikan pada tahun 2011 
sampai dengan tahun 2014 pemerintah Kabupaten Selayar memberikan 
pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas 
sehingga di tahun 2011 sampai 2014 terjadi kenaikan yang signifikan.  
4.2.2  Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Selayar 
 Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah pada 
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bahwa semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kesejahteraannya akan 
semakin meningkat juga. Meskipun dalam kondisi ini masih perlu mendapat 
kajian yang lebih mendalam lagi. Seperti bagaimana tingkat pemerataan 
pendapatan penduduk selama ini terbatas pada struktur perekonomian suatu 
daerah dapat diamati dari angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun 
atas dasar harga konstan.  
Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Selayar dalam kurun 
waktu sepuluh tahun 2005-2014 mengalami peningkatan. Dimana secara rata-
rata dalam kurun waktu 2005-2014 di Kabupaten Selayar memiliki pertumbuhan 
ekonomi pada kisaran 7,54 persen. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik berikut. 
Grafik 4.4 
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sul-Sel tahun 2005-2014 (data diolah)  
 
Dimana pada grafik 4.4 menujukkan kecenderungan pertumbuhan 
ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2005 pertumbuhan 
ekonomi sebesar 3,90 persen dan naik menjadi 5,57 persen di tahun berikutnya. 
Tahun 2007 yaitu 6,45 persen dan naik sebesar 7,27 persen di tahun 2008. Di 
tahun 2009 sampai 2014 terjadi peningkatan sebesar 1,29  walaupun pada tahun 
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4.2.3  Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Selayar 
 Penyerapan tenaga kerja artinya menyerap tenaga kerja dalam 
maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan kerja dengan 
keahlian tertentu. Adanya pertumbuhan yang tinggi, tetapi tidak mampu 
menyerap atau menciptakan kesempatan kerja. Dapat dilihat grafik dibawah 
perkembangan penyerapan tenaga kerja selama sepuluh tahun. 
Grafik 4.5 
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2005-2014 
 
      Sumber: Badan Pusat Statistik Sul-Sel tahun 2005-2014 (data diolah) 
  
Dari grafik 4.5 di atas menjelaskan perkembangan penyerapan tenaga 
kerja bergerak naik setiap tahun. Dimana ada tahun 2005 yaitu 41.852 jiwa. Di 
tahun 2006 turun sebanyak 871 menjadi 40.981 jiwa. Tahun 2007 secara garis 
besar bergerak naik sampai tahun 2012, dimana tahun 2007 yaitu 43.803 dan di 
tahun 2008 sebesar 46.103 jiwa naik terus menjadi 49.478 di tahun 2009 
kemudian di tahun 2010 yaitu 52.223 jiwa, tidak mengalami kenaikan yang 
banyak di tahun 2011 yaitu 52.226 jiwa. Tahun 2012 pun naik menjadi 52.063 
jiwa. Tetapi di tahun selanjutnya terjadi penurunan yaitu 50.501 jiwa namun di 
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4.2.4  Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Selayar 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka yang 
menggambarkan keadaan tentang tingkat pendidikan, kesehatan dan 
kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain angka tersebut 
digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia 
secara keseluruhan yang bersifat agregat/komposit. IPM merupakan indikator 
penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 
manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara. Berikut data indeks pembangunan manusia 
Kabupaten Selayar.  
Grafik 4.6 
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2005-2014 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sul-Sel tahun 2005-2014 (data diolah) 
 
Berdasarkan data grafik 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Selayar setiap tahunnya mengalami 
perubahan yang tidak menentu. Secara garis besar, indeks pembangunan 
manusia (IPM) di Kabupaten Selayar tahun 2005 hingga tahun 2009 terus 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seperti yang terlihat pada grafik 
dimana pada tahun 2005 sebesar 66 meningkat menjadi 66,5 pada tahun 2006 
66 66,5 67,74 68,23
68,9
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dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 67,74 dan tahun 
2008 sebesar 68,23, serta pada tahun 2009 menjadi 68,9 namun peningkatan 
indeks pembangunan manusia di Kabupaten Selayar tidak berlangsung lama, 
karena pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup besar hingga 
menjadi 62,15, namun hal ini mangalami perbaikan ditahun 2011 hingga tahun 
2014 yang terus mengalami peningkatan. peningkatan ini dipicu oleh adanya 
perubahan dalam penggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat 
membedakan dengan baik (diskriminatif), salah satunya adalah perubahan angka 
melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. 
Hingga pada tahun 2011 indeks pembangun manusia di kabupaten Selayar 
miningkat menjadi 62,53. Kinerja pembangunan manusia tersebut pada tahun 
2012, menjadi 62,87 hingga pada tahun 2013, indeksnya telah mencapai 63,16, 
dan pada tahun 2014 indeksnya mencapai 63,66. Selama periode tahun 2010 
hingga 2014, angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan 
rata-rata per tahun sebesar 0,45 (reduksi short fall). Fakta ini memberikan 
petunjuk bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar 
meningkat. Namun demikian selama periode tahun 2010 hingga 2014 angka IPM 
Kabupaten Kepulauan Selayar  berada di bawah angka provinsi Sulawesi 
Selatan. 
4.2.5  Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Selayar 
Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurut Badan 
Pusat Statistik (2010) adalah penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam 
masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp7.057 per 
orang per hari yang berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup 
kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan 
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digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Untuk pengeluaran 
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, 
pendidikan, dan kesehatan. Selama periode 2005-2014 dapat di lihat pada tabel 
berikut ini: 
Table 4.5 
Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat 
Kemiskinan Kab. Selayar tahun 2005-2014 






2005 114.598 3.746 22,71 
2006 116.513 7.806 20,82 
2007 117.860 8.356 20,45 
2008 119.811 10.272 18,49 
2009 121.749 9.444 16,41 
2010 122.055 7.889 15,00 
2011 123.283 7.889 13,49 
2012 124.553 9.629 12,87 
2013 127.220 9.215 14,23 
2014 128.744 9.215 13,13 
Sumber: Badan Pusat Statistik Sul-Sel tahun 2005-2014 (data diolah) 
 Proporsi tingkat kemiskinan diperoleh dengan cara membagi jumlah 
penduduk miskin dengan jumlah penduduk dan dinyatakan dalam persentase. 
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar selama periode 2005-2014 mengalami 
penurunan yang signifikan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebanyak 
atau 22,71 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Selayar. Tujuh tahun berikut 
mengalami kecenderungan menurun pada persentase tingkat kemiskinan yaitu 
20,82 persen, 20,45 persen, 18,49 persen, 16,41 pesen, 15,00 persen, 13,49 
persen, 12,87 persen. Di tahun 2013 tingkat kemiskinan naik menjadi 14,23 
persen yang dimana kenaikan sebanyak 1,36 persen. Di tahun berikutnya 2014 
tingkat kemiskinan menurun sebesar 1,1 persen menjadi 13,13 persen dari total 




4.3  Hasil Analisis Statistik 
4.3.1 Pengujian Statistik Model Y1 
Dari hasil regresi model Y1 (lihat Lampiran) pengaruh variabel alokasi 
belanja untuk infrastuktur (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) diperoleh 
dengan nilai R2 sebesar 0,541 Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu 
alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi 
(Y1) di Kabupaten Selayar sebesar 54%. Adapun sisanya variasi variabel yang 
lain dijelaskan di luar model sebesar 46%. 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di Kabupaten Selayar dengan 
menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10) di dapatkan f-tabel df1 = k – 1 = 2-
1=1 dan df2 = n-k = 10-2=8 di dapatkan nilai sebesar 3,45 sedangkan dari 
regresi diperoleh F-statistik sebesar 9.415 jadi, dapat diketahui bahwa F-statistik 
lebih besar dari F-tabel dan juga nilai probability lebih dari taraf signifikansi 10% 
yaitu 0,015<0,10 sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi belanja untuk 
infrastuktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik > 
nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih 
kecil dari alpha (α) 10%. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di Kabupaten Selayar dengan 
menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0.10) dan degree of freedom (df=n-k = 
2-1=1) diperoleh t-tabel sebesar 1,39. Diketahui  bahwa pertumbuhan ekonomi 
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(Y1) nilai t-statisitik sebesar 3.068. Sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi 
belanja untuk infrastuktur memiliki koefisien yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, dimana t-statistik > t-tabel (3.068 > 1,397).  
4.3.1 Pengujian Statistik Model Y2 
Dari hasil regresi model Y2 (lihat Lampiran) pengaruh variabel alokasi 
belanja untuk infrastuktur (X1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2) diperoleh 
dengan nilai R2 sebesar 0,263. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu 
alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) menjelaskan variasi penyerapan tenaga 
kerja (Y2) di Kabupaten Selayar sebesar 26%. Adapun sisanya variasi variabel 
yang lain dijelaskan di luar model sebesar 74%. 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) 
terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2) di Kabupaten Selayar dengan 
menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10) di dapatkan f-tabel (df1 = k – 1 = 
2-1=1 dan df2 = n-k = 10-2=8 di dapatkan nilai sebesar 3,45 sedangkan dari 
regresi diperoleh F-statistik sebesar 2,862 jadi, dapat diketahui bahwa F-statistik 
lebih kecil dari F-tabel dan juga nilai probability lebih dari taraf signifikansi 10% 
yaitu 0,129>0,10 sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi belanja untuk 
infrastuktur berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik > 
nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih 
kecil dari alpha (α) = 10%. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) 
terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2) di Kabupaten Selayar dengan 
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menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0.10) dan degree of freedom (df=n-k = 
10-2=8) diperoleh t-tabel sebesar 1,39. Diketahui  bahwa penyerapan tenaga 
kerja (Y2) nilai t-statisitik sebesar 1.692. Sehingga disimpulkan bahwa variabel 
alokasi belanja untuk infrastuktur memiliki koefisien yang signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja, dimana t-statistik > t-tabel (1.692>1,397).  
4.3.1 Pengujian Statistik Model Y3 
Dari hasil regresi model Y3 (lihat Lampiran) pengaruh variabel alokasi 
belanja untuk infrastuktur (X1) dan alokasi belanja untuk pendidikan dan 
kesehatan (X2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y3) diperoleh dengan 
nilai R2 sebesar 0,002. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu alokasi 
belanja untuk infrastuktur (X1) dan alokasi belanja untuk pendidikan dan 
kesehatan (X2) menjelaskan variasi indeks pembangunan manusia (Y3) di 
Kabupaten Selayar sebesar 2%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain 
dijelaskan di luar model sebesar 98%. 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) 
dan alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan (X2) terhadap indeks 
pembangunan manusia (Y3) di Kabupaten Selayar dengan menggunakan taraf 
keyakinan 90% (α = 0,10) di dapatkan f-tabel (df1 = k – 1 = 3-1=2 dan df2 = n-k = 
10-3=7 di dapatkan nilai sebesar 3,25 sedangkan dari regresi diperoleh F-
statistik sebesar 0,060 jadi, dapat diketahui bahwa F-statistik lebih kecil dari F-
tabel dan juga nilai probability lebih dari taraf signifikansi 10% yaitu 0,993<0,10 
sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi belanja untuk infrastuktur dan 
alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia. 
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Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik > 
nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih 
kecil dari alpha (α)=10%. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) dan 
alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan (X2) terhadap indeks 
pembangunan manusia (Y3) di Kabupaten Selayar dengan menggunakan taraf 
keyakinan 90% (a = 0,10) dan degree of freedom (df=n-k = 10-3=7) diperoleh t-
tabel sebesar 1,41. Diketahui  bahwa alokasi belanja untuk infrastuktur terhadap 
indeks pembangunan manusia (Y3) nilai t-statisitik -0.027 dan alokasi belanja 
untuk pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (Y3) 
nilai t-statistiknya 0.120. Sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi belanja 
untuk infrastuktur dan alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan memiliki 
koefisien yang tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.  
4.3.4  Pengujian Statistik Model Y4 
Dari hasil regresi model Y4 (lihat Lampiran) pengaruh variabel alokasi 
belanja untuk infrastuktur (X1), alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan 
(X2), Pertumbuhan ekonomi (Y1), Penyerapan tenaga kerja (Y2), dan Indeks 
Pembangunan Manusia (Y3)  terhadap tingkat Kemiskinan (Y4) diperoleh dengan 
nilai R2 sebesar 0,998. Hal ini berarti variabel-variabel alokasi belanja untuk 
infrastuktur (X1), alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan (X2), 
Pertumbuhan ekonomi (Y1), Penyerapan tenaga kerja (Y2), dan Indeks 
Pembangunan Manusia (Y3) menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di 
Kabupaten Selayar sebesar 99,80%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain 
dijelaskan diluar model sebesar 0,20%.  
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Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur (X1), 
alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan (X2), pertumbuhan ekonomi 
(Y1), penyerapan tenaga kerja (Y2), indeks pembangunan manusia (Y3) 
terhadap tingkat kemiskinan (Y4) di Kabupaten Selayar dengan menggunakan 
taraf keyakinan 90% (α = 0,10) di dapatkan f-tabel (df1 = k – 1 = 6-1=5 dan df2 = 
n-k = 10-6=4 di dapatkan nilai sebesar 4,05 sedangkan dari regresi diperoleh F-
statistik sebesar 485.222 jadi, dapat diketahui bahwa F-statistik lebih besar dari 
F-tabel dan juga nilai probability lebih dari taraf signifikansi 10% yaitu 0,00<0,10 
sehingga disimpulkan bahwa variabel alokasi belanja untuk infrastuktur, alokasi 
belanja untuk pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penyerapan 
tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan. 
Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t-statistik > 
nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih 
kecil dari alpha (α)=10%. Alokasi belanja untuk infrastuktur (X1), alokasi belanja 
untuk pendidikan dan kesehatan (X2), Pertumbuhan ekonomi (Y1), Penyerapan 
tenaga kerja (Y2) , dan Indeks Pembangunan Manusia (Y3)  terhadap tingkat 
kemiskinan (Y4) di Kabupaten Selayar dengan menggunakan taraf keyakinan 
90% diperoleh t-tabel sebesar 1,53. Diketahui nilai t-statisitik variabel bebas 
Alokasi belanja untuk infrastuktur (X1) sebesar 3.769, t-statistik Alokasi belanja 
untuk pendidikan dan kesehatan (X2) sebesar -4.936, t-statistik Pertumbuhan 
ekonomi (Y1) sebesar -8.154, t-statistik Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) sebesar -
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8.086, t-statistik Indeks Pembangunan Manusia (Y3) sebesar 1.145. Hasil regresi 
tersebut memperlihatkan bahwa infrastuktur (X1), Alokasi belanja untuk 
pendidikan dan kesehatan (X2), Pertumbuhan ekonomi (Y1), Penyerapan 
Tenaga Kerja (Y2), memiliki nilai t-statisik> t-tabel sehingga dapat disimpulkan 
bahwa keempat variabel bebas tersebut secara individu signifikan mempengaruhi 
tingkat kemiskinan (Y4) dan Indeks Pembangunan Manusia (Y3) memiliki nilai t-
statistik<t-table sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut secara 
individu tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y4). 
  Hasil interpretasi data terhadap pengaruh alokasi belanja untuk 
infrastuktur dan alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan indeks 
pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung di 
Kabupaten Selayar pada tahun 2005-2014 dapat dilihat dari tabel 4.6 di bawah: 
Tabel 4.6 

















x1 y1 3.041 0,015 0,015 9.415 3.068 0,541 signifikan 
x1 y2 5.799 0,129 0,129 2.862 1.692 0.263 tidak 
signifikan 
x1 y3 -0.067 0.993 0.979 0,007 -0.027 0,002 tidak 
signifikan 
x2 y3 0.751 0.993 0.908 0,007 0.120 0,002 tidak 
signifikan 
x1 y4 1.470 0,000 0,020 485.222 3,769 0,998 signifikan 
x2 y4 -2,369 0,000 0,008 485.222 -4.936 0,998 signifikan 
y1 y4 -1.269 0,000 0,001 485.222 -8.154 0,998 signifikan 
y2 y4 -0.340 0,000 0,001 485.222 -8.086 0,998 signifikan 





 Dari tabel 4.6 alokasi belanja untuk infrastuktur berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Selayar periode 2005-2014. Hal ini 
terlihat dari tabel 4.6 yang menunjukkan nilai probability dari uji t kurang dari 10% 
yaitu 0,015 dan nilai koefisien X1 menunjukkan angka 3,014 artinya setiap 
kenaikan alokasi belanja daerah untuk infrastuktur sebesar 1% maka 
mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,014%. Dan 
sebaliknya ketika alokasi belanja untuk infrastuktur turun akan mengakibatkan 
penurunan di pertumbuhan ekonomi sebesar 3,014%. 
 Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk infrastuktur 
berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 
Selayar periode 2005-2014. Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana probability dari 
uji t lebih dari 10% yaitu 0,129 dan nilai koefisien X1 sebesar 5,799. Hal ini 
menunjukkan jika terjadi peningkatan di alokasi belanja untuk infrastuktur 
sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penyerapan tenaga kerja 
sebesar 5,799% dan sebaliknya ketika alokasi belanja untuk infrastuktur turun 
sebesar 1% maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 
5,799%.  
 Selanjutnya, hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk 
infrastuktur berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 
di Kabupaten Selayar periode 2005-2014. Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana 
probabiliti uji t lebih dari 10% yaitu 0,979 dan nilai koefisien X1 sebesar -0,067. 
Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan di alokasi belanja untuk infrastuktur 
sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan indeks pembangunan manusia 
sebesar -0,067% dan sebaliknya ketika alokasi belanja untuk infrastuktur turun 
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sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 
-0,067%. 
 Selanjutnya, hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk 
pendidikan dan kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia di Kabupaten Selayar periode 2005-2014. Hal ini terlihat 
dari tabel 4.6 dimana probabiliti uji t lebih dari 10% yaitu 0,908 dan nilai koefisien 
X2 sebesar 0,751. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan di alokasi belanja 
untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 1% maka akan mengakibatkan 
kenaikan indeks pembangunan manusia kerja sebesar 0,751% dan sebaliknya 
ketika alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan turun sebesar 1% maka 
indeks pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 0,751%. 
  Dari hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk infrastuktur 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar 
periode 2005-2014. Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana probability uji t kurang 
dari 10% yaitu 0,020 dan nilai koefisien X1 sebesar 1,470. Hal ini menunjukkan 
jika terjadi peningkatan di alokasi belanja untuk infrastuktur sebesar 1% maka 
akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,470% dan 
sebaliknya jika alokasi belanja untuk infrastuktur turun sebesar 1% maka tingkat 
kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,470%. 
 Alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar tahun 2005-2014. 
Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana nilai probability uji t kurang dari 10% yaitu 
0,008 dan nilai koefisien X2 sebesar -2,369 yang memiliki arti bahwa jika terjadi 
peningkatan di alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 1% 
maka mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar -2,369% dan 
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sebaliknya jika alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan mengalami 
penurunan sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan sebesar -2,369%. 
 Selanjutnya, hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar 
periode 2005-2014. Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana probabiliti uji t lebih dari 
10% yaitu 0,001 dan nilai koefisien Y1 sebesar 1,269. Hal ini menunjukkan jika 
terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan 
mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,269% dan sebaliknya 
ketika pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka tingkat kemiskinan 
mengalami kenaikan sebesar     1,269%. 
 Penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Selayar periode 2005-2014. Hal ini dilihat dari table 4.6 
dimana probability uji t kurang dari 10% yaitu sebesar 0,001 dan nilai koefisien 
Y2 sebesar -,0,340. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pada 
penyerapan tenaga kerja sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan 
tingkat kemiskinan sebesar -0,340% dan sebaliknya jika penyerapan tenaga 
kerja turun sebesar 1% maka tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar -
0,340%.  
 Indeks pembangunan manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar periode 2005-2014. Hal ini dilihat dari 
table 4.6 dimana probability uji t lebih dari 10% yaitu sebesar 0,316 dan nilai 
koefisien Y3 yaitu 0,058. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan di indeks 
pembangunan manusia sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat 
kemiskinan sebesar 0,058% dan sebaliknya ketika indeks pembangunan 
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manusia turun sebesar 1% maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan 
sebesar 0,058%. 
 Secara kerangka konseptual dari hasil statistik dapat di lihat pada bagan 











Kerangka Konseptual dan Hasil Estimasi 
Keterangan Gambar: 
** : Signifikan pada α = 10% 
 
 Gambar 4.1 memberikan informasi mengenai koefisien yang di peroleh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dari hasil 
regresi yang telah dilakukan (lihat Lampiran). Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, alokasi belanja untuk infrastuktur, alokasi belanja untuk pendidikan 
dan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 



























manusia dimana tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan.  
 Hasil estimasi pengaruh tidak langsung alokasi belanja untuk infrastuktur, 
pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, 
penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 
Selayar periode 2005-2014 diperoleh sebagai berikut : 
 Tabel 4.7  
Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung  








X1 2,041     
-
1,269 
    -2,590 
X1   5,799     -0,34   -1,972 
X1     
-
0,067 
    0,058 -0,004 
X2     0,751     0,058 0,044 
Sumber: Hasil regresi dari gambar 4.1  
 Pengaruh tidak langsung antara alokasi belanja daerah untuk infrastuktur 
terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai sebesar -
2,590 hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung alokasi belanja untuk 
infrastuktur sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,590%. 
 Pengaruh tidak langsung antara alokasi belanja daerah untuk infrastuktur 
terhadap kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai sebesar -
1,972 hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung alokasi belanja untuk 
infrastuktur sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,972%. 
Pengaruh tidak langsung antara alokasi belanja daerah untuk infrastuktur 
terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia diperoleh nilai 
sebesar   -0,004 hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung alokasi belanja 




Pengaruh tidak langsung antara alokasi belanja daerah untuk pendidikan 
dan kesehatan terhadap kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia 
diperoleh nilai sebesar 0.044 hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung 
alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 1% akan menurunkan 
tingkat kemiskinan sebesar 0,044%.  
Kemudian hasil estimasi total pengaruh dimana didapatkan nilai antara 
pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga 
kerja dan indeks pembangunan manusia dan nilai pengaruh langsung ke tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Selayar periode 2005-2014 diperoleh sebagai berikut 
Tabel 4.8 








X1-Y1-Y4 -2,59 1,47 -1,12 
X1-Y2-Y4 -1,972 1,47 -0,502 
X1-Y3-Y4 -0,004 1,47 1,466 
X2-Y3-Y4 0,004 -2,081 -2,077 
        Sumber: Hasil regresi dari gambar tabel 4.7 
4.4  Pembahasan 
4.4.1 Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Infrastruktur terhadap 
Kemiskinan  
 Dalam hubungan secara langsung antara infrastuktur dengan tingkat 
kemiskinan cukup berpotensi untuk mengurangi masyarakat miskin. Contohnya 
antara lain pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil, pembangunan tangki air 
bersih, pengadaan proyek perbaikan fasilitas, dan perbaikan jalan. Infrastuktur 
yang tersedia dengan baik di daerah merupakan suatu prakondisi yang 
dibutuhkan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah akan 
tetapi ketersediaan infrastuktur bukanlah salah satunya faktor yang mampu 
mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar dalam penelitian ini dapat 
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melalui Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks 
Pembangunan Manusia. Infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung 
terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi infrastruktur berpengaruh terhadap 
pertumbuhan, dan pertumbuhan tersebut yang berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan. 
Seperti halnya dalam alokasi belanja untuk infrastuktur terhadap tingkat 
kemiskinan dampaknya tidak telihat langsung terhadap masyarakatnya karena 
pada bidang infrastuktur di Kabupaten Selayar memfokuskan untuk bagian 
pariwisata guna untuk mendatangkan wisatawan asing yang akan meningkatkan 
pendapatan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Di 
Kabupaten Selayar khusus untuk penurunan kemiskinan ada dua jalur yang di 
tempuh (1) melalui mekanisme ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan memperluas lapangan kerja karena dengan bekerja seseorang 
dapat meningkatkan penghasilan untuk keluar dari kemiskinan. (2) melalui 
fasilitas dan bantuan pemerintah daerah yang saat ini sudah berjalan melalui 
Program Bantuan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program 
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, serta program pro rakyat yang sedang 
dan telah di upayakan melalui 4 progam yaitu program air bersih, listrik, 
peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan masyarakat di wilayah 
kepulauan. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan 
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan 
menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga 
mempengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor 
lainnya. Pemberian otonomi daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan 
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ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah 
daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat suatu 
kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan 
ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan 
ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan 
kerja yang baru.  
Hal ini sesuai dengan teori Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi dan 
kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi diakan menyebabkan PDB per kapita ikut meningkat dan pada tahap 
awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada 
saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur 
berkurang (Tambunan, 2001). 
Hal ini sejalan dengan hipotesis yang disediakan. Dimana penelitian ini 
pengaruh alokasi belanja untuk infrastuktur berpengaruh secara negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi baik secara langsung atau tidak langsung. Sejalan 
dengan studi penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prayitno (2010) di Jawa 
tengah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.  
 Selanjutnya hasil penelitian dari hasil estimasi menunjukkan alokasi 
belanja infrastuktur tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Alokasi belanja untuk infrastuktur dapat menyerap tenaga kerja dengan baik, 
dimana pembangunan daerah di bidang infrastuktur seperti, pembangunan jalan 
raya, jaringan irigasi, pelabuhan, Bandar udara, dan jaringan air bersih hanya 
menyerap tenaga kerja yang sifatnya sementara dimana hanya bekerja untuk 
pemeliharaan dan peningkatan kualitas yang belum dapat memenuhi kebutuhan 
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seharusnya. Seperti jaringan listrik PLN serta rasio elektrifikasi kabupaten belum 
mampu menjangkau di seluruh desa yang ada di daratan dan kepulauan selayar. 
Hal ini di sebabkan antara lain warga masih enggan mengibahkan pohon 
miliknya untuk ditebang dan dilalui jaringan listrik PLN, juga di sebabkan karena 
keterbatasan anggaran yang dialami oleh PLN sendiri. Sumber air tawar yang 
memang tidak ada khususnya di wilayah Kepulauan sehingga membutuhkan 
teknologi sendiri dalam memenuhi ketersediaan air tawar. Panjang jaringan 
irigasi pun belum mampu menjangkau seluruh areal persawahan yang ada 
sehingga panen sawah yang seharusnya dapat dilaksanakan empat kali setahun, 
tidak dapat dilaksanakan. Serta masih banyak wilayah yang belum terjangkau 
untuk jaringan telekomunikasi seluler, sarana dan prasarana untuk akses menuju 
kawasan wisata.  
 Infrastuktur adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi di 
berbagai bidang. Misalnya pembangunan infrastuktur yang baik dapat menarik 
investor untuk menanam investasi di daerah Kabupaten Selayar kemudian dari 
investasi tentu ada pengaruh terhadap berbagai sektor yang salah satunya 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian dampak dari kondisi 
infrastuktur yang lebih baik akan menarik kehadiran perusahaan baru pada suatu 
wilayah atau daerah dan akan menjadi sumber pemicu terjadinya persaingan 
dengan perusahaan yang lain dan akan meningkatkan perekonomian wilayah 
tersebut.  
 Hal ini sejalan dengan hipotesis yang tersedia dan sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Latif Adam yang meneliti tentang pengaruh 
pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Indonesia 
Jambi menemukan bahwa selama periode 1991-2008 variabel kesempatan kerja 
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berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel kemiskinan di 
propinsi Jambi.  
 Hal ini sesuai dengan yang beberapa teori ketenagakerjaan seperti teori 
Adam Smith dengan mekanisme pasar yang mengatakan bahwa tenaga kerja 
merupakan sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. 
Keynes mengatakan bahwa dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau 
menganggur tidak memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi 
terciptanya kemiskinan. Maka, dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi 
maka akan memberikan gambaran bahwa banyaknya orang yang bekerja dalam 
suatu daerah dan mengurangi angka pengangguran sehingga mengurangi 
tingkat kemiskinan di suatu daerah (Lincolin Arsyad, 1999). 
 Kemudian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk 
infrastuktur berpengaruh tidak signifikan melalui indeks pembangunan manusia 
terhadap tingkat kemiskinan. Pada dasarnya, tidak ada teori yang melandasi 
hubungan antara alokasi belanja untuk infrastuktur dengan indeks pembagunan 
manusia secara langsung. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 
pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong 
peningkatan produtivitas kerjanya. Dimana jika pembangunan suatu daerah 
untuk membangun infrastuktur seperti Bandar udara, jalan raya yang 
membutuhkan tenaga kerja professional dilihat lagi dari tenaga kerja daerahnya. 
Dimungkinkan pemerintah daerah Kabupaten Selayar membangun infrastruktur 
tersebut mengambil tenaga kerja diluar. Di sektor informal seperti pertanian, 
peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan 
hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. 
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Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan 
memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui 
peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum 
miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh 
pendidikan. Jika demikian maka akan berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia yang indikatornya pada pendapatan per kapita yang 
artinya pendapatan tenaga kerja tersebut tidak berpengaruh terhadap pdrb di 
Kabupaten Selayar. Didukung dengan nilai indeks pembangunan manusia di 
Kabupaten Selayar masih terbilang rendah. Kegagalan pembangunan untuk 
mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah karena pembangunan yang 
dilaksanakannya kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. 
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Korten (dalam Prijo dan Pranaka, 
1996) bahwa pembangunan tersebut kurang memberikan kesempatan kepada 
rakyat miskin untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 
pemilihan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dari hasil uraian 
tersebut menolak hipotesis yang disediakan dalam penelitian ini.   
4.4.2 Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan dan Kesehatan 
terhadap Kemiskinan 
 Hasil estimasi menunjukkan alokasi belanja untuk pendidikan dan 
kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
Hal ini menolak hipotesis yang disediakan. 
Tingkat kemiskinan secara langsung terhadap pendidikan dan kesehatan 
erat hubungannya. Ketika penduduk miskin memiliki beban penyakit yang tinggi 
karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi 
merupakan salah satu faktor dalam menghambat dalam pembangunan ekonomi 
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dan kesehatan. Selain itu biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan membuat penduduk miskin lebih memilih pengobatan alternatif serta 
minimnya pengetahuan pendidikan membuat keterbatasan pengetahuan dalam 
menyikapti suatu penyakit. belanja pemerintah  untuk sektor pendidikan 
merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal sumberdaya manusia 
(human capital investment). Oleh karena itu, peranan dan kedudukannya dalam 
mendorong kemajuan ekonomi di dalam suatu daerah amatlah penting. 
Pentingnya peranan investasi dalam pendidikan juga diperkuat oleh hasil yang 
dilakukan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2011) yang menyatakan bahwa 
alokasi belanja pemerintah untuk sektor publik (sektor pendidikan dan 
kesehatan) tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi kemiskinan, tetapi 
harus berinteraksi dengan yang lainnya yaitu indeks pembangunan manusia.  
Dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar dapat 
melalui secara tidak langsung yaitu indeks pembangunan manusia  salah 
satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persentase 
dalam indeks pembangunan manusia suatu daerah sudah di atas rata-rata maka 
secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah 
tersebut. Misalnya dengan kualitas IPM yang baik seseorang akan mudah 
mendapatkan pekerjaan yang layak dan sehingga mampu menghasilkan 
pendapatan sendiri. Di Kabupaten Selayar dengan nilai IPM yang masih terbilang 
rendah pemerintah daerah tersebut masih terus berusaha dan membentuk 
program untuk meningkatkan persentase IPM tiap tahunnya. Permasalahan yang 
ada di bidang pendidikan ditandai dengan masih banyaknya sarana pendidikan 
yang perlu perhatian khusus seperti akses untuk ke wilayah lain mengalami 
kesulitan dalam menjangkau sekolah-sekolah yang ada di daerah lain. Sama 
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halnya dengan pendidikan, kesehatan pun mengalami kendala untuk 
perkembangannya seperti sistem pelayanan kesehatan, keterbatasan jumlah dan 
mutu tenaga kesehatan, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas masih 
perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadi alokasi belanja untuk pendidikan dan 
kesehatan masih belum mampu untuk membantu pertumbuhan indeks 
pembangunan manusia. dimana karena pemerintah daerah Kabupaten Selayar, 
masih memfokuskan sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di 
beberapa belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.  
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Badrudin, Rudy (2011) 
disimpulkan bahwa 1) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada 
sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia 
di Provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 
tahun; 2) variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor kesehatan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DIY 
baik dengan pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 tahun; 3) 
variabel pengeluaran pemerintah di Provinsi DIY pada sektor infrastruktur 
berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia baik dengan 
pengamatan waktu menggunakan time log 2 dan 3 tahun. dan hasil penelitian 
dari Maria Johanna (2001), dalam penelitian mengenai analisis pengaruh 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap 
pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi 
Jawa Tengah. Diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 
pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika 




 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Alokasi belanja untuk Infrastuktur secara langsung terhadap tingkat 
kemiskinan berpengaruh secara positif. Ketika alokasi belanja untuk 
Infrastuktur naik akan mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan. 
Karena alokasi belanja untuk infrastuktur untuk anggaran besar 
cakupannya dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Selayar. 
Karena daerah tersebut dalam pembangunan infrastuktur memfokuskan 
untuk jalan, irigasi dan jaringan seluler. Maka dari itu ruang lingkup untuk 
menurunkan tingkat kemiskinan membutuhkan pengaruh secara tidak 
langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan 
Indeks Pembangunan Manusia.   
Ketika Alokasi Belanja untuk Infrastuktur berpengaruh negatif terhadap 
Tingkat Kemiskinan secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi 
dimana pembangunan infrastuktur semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 
di Kabupaten Selayar akan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan 
didukung dengan berbagai program pemerintah daerah seperti Program 
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, Program Bantuan Sosial dan lain-
lain. Selanjutnya melalui Penyerapan Tenaga Kerja dimana berpengaruh 
secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang artinya jika alokasi 
belanja untuk infrastuktur tinggi akan mempengaruhi penurunan tingkat 
kemiskinan dimana pembangunan infrastuktur akan menarik investor 
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untuk menanam investasi yang tentu saja akan berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Kemudian melalui Indeks Pembangunan 
Manusia dimana berpengaruh secara positif terhadap Tingkat Kemiskinan 
dimana hal ini dikarenakan penduduk di daerahnya sendiri belum mampu 
berpartisipasi dalam membangun pembangunan daerah. 
2. Alokasi Belanja untuk Pendidikan dan Kesehatan hubungannya secara 
langsung terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif, 
dimana ketika alokasi belanja pendidikan dan kesehatan naik akan 
berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Dalam hal belanja 
pemerintah  untuk sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk 
investasi dalam modal sumber daya manusia (human capital investment). 
Oleh karena itu, peranan dan kedudukannya dalam mendorong kemajuan 
ekonomi di dalam suatu daerah amatlah penting. 
Secara tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap tingkat 
kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia ketika alokasi belanja 
untuk pendidikan dan kesehatan tinggi maka tidak berdampak terhadap 
tingkat kemiskinan karena dimana untuk pendidikan dan kesehatan 
masih berfokuskan untuk pembangunan sarana yang membutuhkan 
banyak anggaran. Belum lagi didukung dengan nilai indeks 
pembangunan manusia di daerah Kabupaten Selayar terbilang masih 
rendah maka tenaga kerja terdidik seperti guru dan tenaga kesehatan 







 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka pada bagian 
ini dikemukakan beberapa saran baik untuk kepentingan prektis maupun 
pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut 
1. Untuk menekan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Selayar pemerintah 
daerah memfokuskan di Alokasi Belanja untuk Infrastuktur karena dapat 
meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  
2. Pemerintah harus lebih tanggap dan lebih memperhatikan serta 
menyikapi persoalan kemiskinan di Kabupaten Selayar dan mampu 
melihat sektor mana saja yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.  
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan yang berkaitan dengan masalah 
tingkat kemiskinan diharapkan menggunakan data time series dan 
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2005 3,9 41,85 66,13 22,71 26.595.479.000,00 53.705.831.000 
2006 5,57 40,98 66,51 20,82 51.613.763.000,00 76.566.694.000 
2007 6,45 42,8 67,74 20,45 69.335.005.408,00 52.383.071.150 
2008 7,27 46,1 68,23 18,49 94.497.883.551,00 67.476.285.424 
2009 7,89 49,48 68,9 16,41 85.142.630.000,00 63.302.744.000 
2010 8,01 52,22 62,15 15,01 56.459.225.400,00 45.044.317.800 
2011 8,52 52,23 62,53 13,49 69.083.490.000,00 71.794.919.000 
2012 9,18 52,06 62,87 12,87 52.669.158.000,00 64.860.130.000 
2013 9,47 50,5 63,16 14,23 105.488.544.000,00 64.823.050.000 
2014 9,18 53,78 63,66 13,13 112.030.109.000,00 73.257.446.000 
 
Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 
3,90 4,19 41,85 22,71 24,00 24,70 
5,57 4,20 40,98 20,82 24,66 25,06 
6,45 4,22 42,80 20,45 24,96 24,68 
7,27 4,22 46,10 18,49 25,27 24,93 
7,89 4,23 49,48 16,41 25,16 24,87 
8,01 4,13 52,22 15,01 24,75 24,53 
8,52 4,14 52,23 13,49 24,95 24,99 
9,18 4,14 52,06 12,87 24,68 24,89 
9,47 4,15 50,50 14,23 25,38 24,89 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .735a .541 .483 1.27543 .541 9.415 1 8 .015 
a. Predictors: (Constant), X1       
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 15.315 1 15.315 9.415 .015a 
Residual 13.014 8 1.627   
Total 28.329 9    
a. Predictors: (Constant), X1     








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -68.311 24.707  -2.765 .024 
X1 3.041 .991 .735 3.068 .015 





















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .513a .263 .171 4.41145 .263 2.862 1 8 .129 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 55.699 1 55.699 2.862 .129a 
Residual 155.687 8 19.461   
Total 211.387 9    
a. Predictors: (Constant), X1     







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -96.357 85.458  -1.128 .292 
X1 5.799 3.427 .513 1.692 .129 





















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .046a .002 -.283 2.93181 .002 .007 2 7 .993 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .127 2 .064 .007 .993a 
Residual 60.168 7 8.595   
Total 60.296 9    
a. Predictors: (Constant), X2, X1     








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 48.179 143.495  .336 .747 
X1 -.067 2.478 -.011 -.027 .979 
X2 .751 6.280 .049 .120 .908 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .999a .998 .996 .21950 .998 485.222 5 4 .000 
a. Predictors: (Constant), X2, Y3, X1, 
Y2, Y1 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 116.890 5 23.378 485.222 .000a 
Residual .193 4 .048   
Total 117.083 9    
a. Predictors: (Constant), X2, Y3, X1, Y2, Y1    







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 61.113 13.153  4.646 .010 
X1 1.470 .390 .175 3.769 .020 
Y1 -1.269 .156 -.624 -8.154 .001 
Y2 -.340 .042 -.457 -8.086 .001 
Y3 .058 .051 .042 1.145 .316 
X2 -2.369 .480 -.111 -4.936 .008 
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